KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 648 TAHUN 2023

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
BOP PESANTREN DAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN ISLAM
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin pelaksanaan Bantuan
Uperasional Pendidikan (BOP) bagi satuan Pendidikan
Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam pada
Tahun Anggaran 2023 agar tertib, efisien, ekonomis,
efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan
memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, perlu
ditetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan BOP
Pesantren dan Pendidikan Keagamaan lslam sebagai
ACUAN Vang terintegrasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan [slam
tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan BOP Pesantren
dan Pendidikan Keagamaan Islam Tahun Anggaran
2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negrra (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
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Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400},

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomaor 5601);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang
Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6406);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6827);

Peraturan Pemernntah Nomor 55 Tahun 2007 tentang
Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4769);

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara
Repubhk Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemenntah Nomor 50
Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanga
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran WNegara
Republik Indonesia Nomaor 6267);

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang
Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);

Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas
Feraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014
tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara
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Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor
168/PMRK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan
Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian
Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri
Reuangan Nomor 132/PMEK.05/2021 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme
Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada
Kementerian/Lembaga (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);

Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015
tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian
Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21
Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang
Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1131};
Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019
tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi
Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1117) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor
6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang tentang
Crganisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal
Kementerian Agama [Berita Negara Republik Indones:a
Tahun 2022 Nomor 288);

Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020
tentang Pejabat Perbendaharaan Negara Pada
Kementerian Agama [Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 172) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun
2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Agama Nomor & Tahun 2020 tentang Pejabat
Perbendaharaan Negara Pada Kementerian Agama
(Berita Negara Republik Tahun 2021 Nomor 1383);
Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020
tentang Pendirian dan Penvelenggaraan Pesantren
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1432);

Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020
tentang Pendidikan Pesantren (Berita Negara Republik
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Menetapkan :

KESATU

KEDUA

KETIGA

Indonesia Tahun 2020 Nomor 1405);

19. Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2020
tentang Mahad Aly (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1433);

20. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
G55);

21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran
Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN BOP
PESANTREN DAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN [ISLAM
TAHUN ANGGARAN 2023,

: Menetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan BOP Pesantren

dan Pendidikan Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2023
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

: Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum

KESATU merupakan acuan dalam pelaksanaan BOP bagi
satuan Pendidikan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan
islam vang dialokasikan pada Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran (DIPA} Instansi Vertikal Kementerian Agama pada
Tahun Anggaran 2023 sebagai suatu acuan yang
terintegrasi,

* Keputusan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2023,

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 01 Februari 2023
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR ©48 TAHUN 2023

TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN BOP
PESANTREN DAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN ISLAM
TAHUN ANGGARAN 2023

BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa sistem pendidikan
nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan
pendidikan dan peningkatan mutu serta relevansi pendidikan untuk
menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan
global, Sebagai bagian dari penvelenggaraan pendidikan nasional
sebagai satu sistern pendidikan nasional, Pendidikan Pesantren dan
Pendidikan Keagamaan Islam juga memiliki tanggung jawab untuk
memberikan layanan pendidikan vang berkualitas.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang
Pesantren dan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020
tentang Pendidikan Pesantren, Pendidikan Pesantren diselenggarakan
pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada jenjang pendidikan
dasar, menengah, dan tinggi. Pendidikan Pesantren jalur pendidikan
formal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah diselenggarakan
dalam bentuk Pendidikan Muadalah dan Pendidikan Diniyah Formal,
sedangkan pada jenjang pendidikan tinggi diselenggakan dalam
bentuk Ma'had Aly. Adapun Pendidikan Pesantren jalur pendidikan
nonformal diselenggarakan dalam bentuk Pengkajian Kitab Kuning
yvang dapat diselenggarakan secara berjenjang atau tidak berjenjang.
Pendidikan Pesanten jalur pendidikan nonformal dapat
diselenggarakan secara terintegrasi dengan program Pendidikan
Kesetaraan dalam bentuk Pendidikan Kesetarasan Pada Pondok
Pesantren Salafivah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55
Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan,
Pendidikan Keagamaan Islam diselenggarakan dalam bentuk
Pendidikan Madrasah Dinivah Takmilivah dan Pendidikan Al-Qur'an.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren dan
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan
Agama dan Pendidikan Keagamaan memberikan amanat bag
Kementerian Agama selaku unsur pemerintah untuk memberikan
fasilitasi dalam pengembangan Pendidilcan Pesantren dan Pendidikan
Keagamaan Islam. Atas dasar tersebut, Kementerian Agama
mengalokasikan sejumlah anggaran dalam rangka fasilitasi
pembiavaan operasional bagi Pendidikan Pesantren dan Pendidikan
Keagamaan Islam sebagai bagian dari Rencana Strategis [Renstra)
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Kementerian Agama vang dipergunakan untuk pendanaan biaya
operasional personalia dan non personalia.

Pemberian bantuan operasional bagi satuan Pendidikan
Pesantren dan satuan Pendidikan Keagamaan [slam dilaksanakan
dalam bentuk pemberian Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) dan
dianggarkan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Instansi
Vertikal Kementerian Agama. Sebagai acuan pelaksanaan, dipandang
perlu untuk menyusun Petunjuk Teknis Pelaksanaan BOP Pesantren
dan Pendidikan Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2023 vang
ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam agar menjadi
suatu acuan vang terintegrasi.

Maksud dan Tujuan
1. Maksud
Petunjuk Teknis imi dimaksudkan sebagai acuan untuk
menjamin penyvaluran bantuan pemerintah agar tepat sasaran,
tepat waktu, tepat jumiah, dan tepat prosedur.
2. Tujuan
Petunjuk Teknis ini bertujuan untuk menjamin efektivitas,
efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pemberian bantuan
pemerintah.

Asas

Petunjuk Teknis ini disusun berdasarkan asas pelaksanaan
bantuan pemerintah pada Kementerian Agama, yaitu kepastian
bentuk, kepastian identitas penerima, kejelasan tujuan, kejelasan
penanggung jawab, dan ketersediaan anggaran,

Adapun asas yang digunakan sebagal ascuan penggunaan
Wewenang bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan
Keputusan dan/atau Tindakan dalam penyelenggaraan administrasi
pemerintahan sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2014 tentang Administrasi Pemerintahan, vaitu asas legalitas, asas
perlindungan terhadap hak asasi manusia, serta asas umum
pemerintahan vang baik (AUPB] vang mencakup asas kepastian
hukum, asas kemanfaatan, asas ketidakberpihakan, asas
kecermatan, asas tidak menyalahgunakan wewenang, asas
keterbukaan, asas kepentingan umum, dan asas pelayanan vang baik.

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Petunjuk Teknis imi meliputi Pendahuluan,
Pelaksanaan Bantuan, Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi,
Lavanan Pengaduan Masvarakat, serta Penutup.

Pengertian Umum

Dalam petunjuk teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Agama yvang selanjutnya
disebut Bantuan Pemernintah adalah bantuan vang tidak
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memenuhi  kriteria bantuan sosial vang diberikan oleh
Kementerian Agama kepada perseorangan, kelompok masyarakat
atau lembaga pemerintah /non pemerintah.

BOF Pesantren dan Pendidikan Keagamasan Islam Tahun
Anggaran 2023, vang selanjutnva disebut Bantuan adalah
bantuan pemerintah pada instansi vertikal Kementerian Agama
untuk penyediaan pendanaan tambahan dan/atau menutupi
kekurangan biaya operasional personalia dan non personalia bagi
satuan Pendidikan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam.
Pondok Pesantren, Dayah, Surau, Meunasah, atau sebutan lain,
vang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga vang
berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yavasan,
organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat vang
menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt.,
menyvemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam
rahmatan lil'alamin yang tercermin dari sikap rendah hati,
toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa
Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam,
keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pendidikan Pesantren adalah pendidikan vang diselenggarakan
oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan
mengembangkan kurikulum sesua dengan kekhasan Pesantren
dengan berbasis kitab kuning atau dirasah islamivah dengan pola
pendidikan muallimin,

Pendidikan keagamaan Islam adalah pendidikan vang
mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan
vang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama
Islam dan/atau menjadi ahli ilmu agama Islam dan
mengamalkan ajaran agama [slam.

Pengkajian Kitab Kuning adalah satuan Pendidikan Pesantren
vang diselenggarakan pada jalur pendidikan nonformal dengan
mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren
dengan berbasis Kitab Kuning vang dapat diselenggarakan secara
berjenjang dan terstruktur,

Satuan Pendidikan Dinivah Formal vang selanjutnyva di sebut
PDF adalah satuan Pendidikan Pesantren vang diselenggarakan
pada jalur pendidikan formal sesuai dengan kekhasan Pesantren
vang berbasis Kitab Kuning secara berjenjang dan terstruktur
pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Satuan Pendidikan Muadalah vang selanjutnya disebut SPM
adalah satuan Pendidikan Pesantren yang diselenggarakan pada
jalur pendidikan formal dengan mengembangkan kurikulum
sesual dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis Kitab
Kuning atau Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan muallimin
secara berjenjang dan terstruktur pada jenjang pendidikan dasar
dan menengah.
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Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok Pesantren Salafivah vang
selanjutnya di sebut PKPPS adalah satuan Pendidikan Pesantren
berbentuk Pengkajian Kitab Kuning vang diselenggarakan secara
terintegrasi dengan program pendidikan kesetaraan pada jenjang
pendidikan dasar dan menengah.

Mahad Aly adalah satuan Pendidikan Pesantren jenjang
Pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Pesantren dan
berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kajian
keislaman sesuai dengan kekhasan Pesantren vang berbasis
Kitab Kuning secara berjenjang dan terstruktur.

Satuan Pendidikan Madrasah Dinivah Takmilivah vang
selanjutnya di sebut MDT adalah satuan pendidikan keagamaan
Islam pada jalur pendidikan nonformal vang diselenggarakan
secara  terstruktur dan berjenjang sebagai pelengkap
pelaksanaan pendidikan agama Islam pada jenjang pendidikan
dasar, menengah, dan tinggi.

Satuan Pendidikan Al-Qur'an vang selanjutnyva di sebut LPQ
adalah satuan pendidikan keagamaan Islam pada jalur
pendidikan formal dan nonformal wvang menvelenggarakan
pendidikan al-Qur'an dalam bentuk Pendidikan Anak Usia Dirni
Al-Qur'an, Taman Kanak-Kanak Al-Qur'an, Taman Pendidikan
Al-Qur'an, Taklimul Qur'an Lil Aulad, Rumah Tahfidz Al-Qur'an,
dan Pesantren Tahfidz Al-Qur'an.

Penerima Bantuan adalah satuan Pendidikan Pesantren atau
satuan Pendidikan Keagamaan Islam vang ditetapkan melalui
surat Keputusan vang ditetapkan oleh PPK dan disahkan oleh
KPA sebagai sebagail penterima Bantuan.

Perjanjian Kerjasama vang selanjutnyva disebut Perjanjian adalah
perikatan antara PPK dengan penerima Bantuan vang paling
sedikit memuat hak dan kewajiban kedua belah pihak, jumlah
bantuan yang diberikan, tata cara dan syarat penyaluran,
pernyataan  kesanggupan — penerima  Bantuan untuk
menggunakan bantuan sesuai dengan rencana vang telah
disepakati, pernyvataan kesangpupan penerima Bantuan untuk
menyvetorkan sisa dana yang tidak digunakan ke Kas Negara, dan
penyampaian laporan pertanggungjawaban bantuan kepada PPK
setelah pekerjaan selesal atau akhir tahun anggaran.

Education Management Information System, yvang selanjutnva
disingkat EMIS adalah sistem pengelolaan data pokok pendidikan
Islam yang dikelola Direktorat Jenderal Pendidikan Islam vang
memuat data satuan pendidikan, pendidik dan tenaga
kependidikan, peserta didik, dan substansi pendidikan vyang
datanya bersumber dari satuan pendidikan vang terus menerus
diperbaharui secara periodik.

Sistem Informasi Manajemen Bantuan Pendidikan Dinivah dan
Pondok Pesantren vang selanjutnya disebut SIMBA adalah

| Easaibsdin Eamubulin Easulsd it |
! FOMA Pouid, Kosetwrman | Pod Pesisiioen | | PO Pentren Fetadia
| |




17.

18.

19.

20,

21.

22.

23.

249.

25.

26.

a7,

28,

29.

aplikasi sistem informasi manajemen pengelolaan bantuan bagi
Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam.

Kementerian Agama adalah kementerian vang menvelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang apama.

Direktorat Jenderal Pendidikan Islam yang selanjutnya disebut
Direktorat Jenderal adalah unsur pelaksana pada Kementerian
Agama vang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan
dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan Islam.
Direktur Jenderal Pendidikan islam yang selanjutnya disebut
Direktur Jenderal adalah pimpinan pada Direktorat Jenderal
Pendidikan Islam.

Direktorat Pendidikan Dinivah dan Pondok Pesantren vang
selanjutnya disebut Direktorat adalah unit kerja pada Direktorat
Jenderal Pendidikan Islam yang mempunyai tugas melaksanakan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standardisasi,
bimbingan teknis, evaluasi, dan pengawasan pendidikan dinivah
dan pondok pesantren.

[hrektur Pendidikan Diniyvah dan Pondok Pesantren vang
selanjutnya disebut Direktur adalah Pimpinan pada Direktorat
Pendidikan Dinivah dan Pondok Pesantren.

Instansi Vertikal Kementerian Agama vang selanjutnya disebut
Instansi Vertikal merupakan instansi pada Kementerian Agama
yang melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama di
daerah.

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi yang selanjutnya
disebut Kantor Wilayah adalah instansi vertikal pada
Kementerian Agama di tingkat Provinsi.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi vang
selanjutnya disebut Kakanwil adalah kepala instansi vertikal
pada Kementerian Agama di tingkat Provinsi.

kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota vang selanjutnyva
disebut Kantor Kementerian Agama adalah instansi vertikal pada
Kementerian Agama di tingkat Kabupaten/Kota.

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota vang
selanjutnya disebut Kakankemenag adalah kepala instansi
vertikal pada Kementerian Agama di tingkat Kabupaten /Kota.
Satuan Kerja yvang selanjutnya disebut Satker adalah bagian dari
suaty unit organisasi pada Kementerian Agama yang
melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program.
Satker Pemberi Bantuan adalah Kantor Wilayah atau Kantor
hementerian Agama sebagal pemberi Bantuan dalam ketentuan
petunjuk teknis ini.

Aparat Pengawasan Intéern Pemernntah, vang selanjutnya
disingkat APIP, vaitu instansi pemerintah yang dibentuk dengan
tugas melaksanakan pengawasan intern di  lingkungan
pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah.
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Pengguna Anggaran yvang selanjutnva disingkat PA adalah
Menteri Agama yang bertanggung jawab atas pengelolaan
anggaran pada Kementerian Agama.

Kuasa Pengguna Anggaran vang selanjutnya disingkat KPA
adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk
melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggungjawab
penggunaan anggaran pada Kementerian Agama.

Pejabat Pembuat Komitmen vang selanjutnva disingkat PPK
adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk
mengambil keputusan danfatau tindakan vang dapat
meng-akibatkan pengeluaran atas beban APBN,

Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar yang
selanjutnya disebut PP-SPM adalah pejabat vang diberi
kewenangan oleh KPA untuk melakukan pengujian atas Surat
Permintaan Pembayaran dan menerbitkan Surat Perintah
Membayar,

Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk
menerima, menyimpan, membayvarkan, menatausahakan, dan
mempertanggungiawabkan uang untuk keperluan Belanja
Negara dalam pelaksanaan APBN pada kantor/Satker
Kementerian Negara/ Lembaga.

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran vang selanjutnva disebut
DIPA adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang digunakan
sebagai acuan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan
kegiatan peme-rintahan sebagai pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara.

Rekening Kas Umum Negara adalah rekening tempat
penyimpanan uang negara vang ditentukan oleh Menteri
Keuangan selaku Bendahara Umum Negara atau pejabat vang
ditunjuk untuk menampung seluruh penerimaan negara dan
atau membayar seluruh pengeluaran negara pada Bank/Sentral
CGiro yang ditunjuk.

Rekening penvaluran dana bantuan adalah Rekening Lamnya
dalam bentuk giro pemerintah vang dibuka oleh Satuan Kerja
lingkup Kementerian Negara/Lembaga untuk menvalurkan dana
bantuan kepada penerima bantuan melalui bank penvalur.
Bank penvalur adalah bank sebagai mitra kerja tempat
dibukanya rekening atas nama pemberi bantuan untuk
menampung dana belanja bantuan vang akan disalurkan kepada
penerima bantuan.

Pembavaran Langsung vang selanjutnva disebut Pembayaran LS
adalah pembayaran vang dilakukan langsung kepada Bendahara
Pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja,
keputusan, surat tugas, atau surat perintah kerja lainnyva melalui
penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung.
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40. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP
adalah dokumen wyang diterbitkan oleh PPK, vang berisi
permintaan pembayvaran tagihan kepada negara.

41. Surat Perintah Membavar Langsung vang selanjutnva disebut
SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan untuk mencairkan
dana yang bersumber dari DIPA dalam rangka pembayaran
tagihan kepada penerima hak/Bendahara Pengeluaran.

42. Surat Perintah Pencairan Dana vang selanjutnya disebut SP2D
adalah surat perintah yvang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa
BUN untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN

berdasarkan SPM.
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BAB 11

Tujuan Penvaluran

Tujuan penyaluran Bantuan adalah pendanaan tambahan

dan/atau menutupi kekurangan biaya operasional personalia dan non
personalia bagi satuan Pendidikan Pesantren dan Pendidikan
Keagamaan Islam untuk:

1.

meringankan beban masyvarakat terhadap pembiayaan
pendidikan vang bermutu pada layanan Pendidikan Pesantren;
dan Pendidikan Keagamaan Islam; dan

memberikan kesempatan yvang setara bagi santri/ pelajar/ peserta
didik pada Pendidikan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan
Islam untuk mendapatkan lavanan pendidikan vang terjangkau
dan bermutu.

Pemberi Bantuan

Pemberi Bantuan adalah:

KRantor Wilayah, apabila alokasi anggaran Bantuan ada pada
DIPA Kantor Wilayah; dan

Kantor Kementerian Agama, apabila alokasi anggaran Bantuan
ada pada DIPA Kantor Kementerian Agama.

Sasaran Penerima Bantuan

Sasaran Penerima Bantuan adalah lembaga:

satuan Pendidikan Pesantren yvang meliputi:

a] PDF;

bl SPM;

c] Mahad Aly;

d] Pengkajian Kitab Kuning, termasuk PKPPS; dan
satuan Pendidikan Keagamaan [slam yang meliputi:
a] MDT,; dan

b LPQ.

Persvaratan Penerima Bantuan

Penerma Bantuan adselah satuan Pendidikan Pesantren atau

satuan Pendidikan Keagamaan lslam vang:

aktif menyelenggarakan pendidikan dengan izin pendirian/
operasional yang masih berlaku;

terdaftar dalam EMIS dan memiliki nomor statistik;

khusus untuk PDF, SPM, dan PKKPS wajib memiliki Nomor

mendapatkan rekomendasi dari Kantor Kementerian Agama.

|
|
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E. Bentuk dan Rincian Bantuan

Bantuan merupakan bantuan pemerintah dalam bentuk bantuan
operasional vang disalurkan dalam bentuk uang dengan alokasi
per Penerima Bantuan sebesar Rpl10,000,000.00 {sepuluh futa
rupiahy),

Bantuan dialokasikan pada akun belanja barang pemberian
bantuan operasional dalam bentuk uang (521233),

1.

F. Prosedur Penyaluran Bantuan
Pengelolaan

1.

b)

Pengelolaan  kebijakan penvaluran dana Bantuan
dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal dan Direktorat.
Pengelolaan lavanan dan penvaluran dana Bantuan
dilaksanakan oleh unit kerja pada Satker Pemberi
Bantuan.yang memiliki tugas dan fungsi atau memiliki
tugas koordinasi di bidang Pendidikan Dinivah, Pesantren,
danfatau Pendidikan Keagamaan |slam.

Pengelolaan pemanfaatan dan pertanggungjawaban dana
Bantuan dilaksanakan oleh penerima bantuan secara
mandiri.

Pengajuan Bantuan

a)

b

€l

dj

Informasi mengenai Bantuan disampaikan kepada satuan
Pendidikan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam
secara langsung dan/atau melalui saluran komunikasi dan
informasi resmi Kementerian Agama.

Satuan Pendidikan Pesantren atau satuan Pendidikan
Keagamaan Islam vang memenuhi ketentuan Persvaratan
Penerima Bantuan mengajukan usulan/proposal Bantuan
melalui aplikasi PUSAKA dan/atau SIMBA pada laman:

https: / f pusaka kemenag.go.id
https: / /simba kemenag.go.id

dengan melengkapi data dan dokumen berupa Surat

Pengajuan, Rencana Penggunaan, dan Persvaratan

Administratif.

Rencana Penggunaan sebagaimana dimaksud pada huruf bj

berupa Rencana Penggunaan Bantuan untuk penggunaan

sebagaimana Tujuan Penggunaan Bantuan Pemerintah
dalam Petunjuk Teknis ini.

Persyaratan Administratif sebagaimana dimaksud pada

huruf b} meliputi:

(1} Berita Acara Pendataan EMIS, vang apabila belum
mendapatkan Berita Acara Pendataan EMIS
dikarenakan kendala teknis dapat digantikan dengan
Surat Keterangan dari Kantor Kementerian Agama
setempat  vang menyatakan  keaktifan  lembaga

Fomaniburd
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menyelenggarakan pendidikan dengan 1Zin
pendirian /operasional yang masih berlaku, serta
menvatakan bahwa lembaga terdaftar dalam EMIS dan
memiliki nomor statistik;

(2] tangkapan layvar Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)
untuk Satuan Pendidikan Pesantren dari laman:

hitps:/ /referensi.data kemdikbud.go id /;

(3] rekomendasi Kantor Kementerian Agama setempat,
apabila Pemberi Bantuan adalah Direktorat Jenderal
atau Kantor Wilavah;

(4) salinan Buku Rekening Bank aktif atas nama Satuan
Pendidikan Pesantren atau Satuan Pendidikan
heagamaan Islam vang bersangkutan yang secara jelas
menerangkan informasi nama rekening, nama bank
dan cabang, serta nomor rekening; dan

(5} bukti Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama
Satuan  Pendidikan  Pesantren atau lembaga
penyelenggara Satuan Pendidikan Pesantren vang
bersangkutan.

¢] Rekomendasi Kantor Kementerian Agama sebagaimana
dimaksud pada huruf d) nomor (3] diberikan melalui aplikasi

PUSAKA dan/atau SIMBA pada laman:

hitps:/ /pusaka. kemenag.go.id
hips: / /simba. kemenag. go.id

fil Calon penerima bantuan hanva dapat menvampaikan 1
(satu] pengajuan Bantuan berdasarkan nomor statistik.

gl Dalam hal diperlukan tindakan afirmasi sebagai akibat
terjadinya hal-hal vang di luar kekuasaan atau force majeure
seperti bencana alam, musibah kebakaran, gangguan
keamanan, dan/atau kondisi khusus lainnyva vang
berdampak langsung pada kegiatan belajar dan mengajar,
pengajuan usulan/proposal dapat dilakukan melalui
penetapan langsung setelah dilakukan verifikasi dan/atau
validasi.

3. Seleksi Penerima Bantuan

a] PPK menyusun daftar nominasi calon penerima Bantuan
berdasarkan usulan /proposal vang masuk, untuk kemudian
dilakukan seleksi.

bj PPK melakukan seleksi calon penerima Bantuan
berdasarkan Persyaratan Penerima Bantuan dalam
Petunjuk Teknis ini dengan melakukan verifikasi untuk
menilai kelengkapan persyaratan administratif.
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c/ PPK memastikan bahwa setiap calon penerima bantuan
hanya dapat mengajukan 1 (satu) pengajuan Bantuan
berdasarkan nomor statistik.

d] Dalam hal diperlukan verifikasi terhadap kelayakan sasaran
Bantuan, PPK dapat melakukan validasi melalui koordinasi
dengan Direktorat, Kantor Kementerian Agama atau Kantor
Wilayah, organisasi/forum/asosiasi yang menaungi
Pesantren/Pendidikan Pesantren/Pendidikan Keagamaan
Islam, dan/atau APIF untuk mendapat kebenaran data
pengajuan dan kelavakan sebagai penerima Bantuan,

¢| Dalam hal diperlukan, PPK dapat membentuk Tim Verifikasi
yang terdini dari Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan
Satker Pemberi Bantuan, Direktorat Jenderal, Direktorat
dan/atau tenaga lainnva untuk melakukan verifikasi
terhadap usulan/proposal Bantuan.

fi] PPK dapat menolak calon penerima Bantuan yvang:

(1) masih memiliki tanggung jawab penyampaian laporan
pertanggungjawaban penerima bantuan atas bantuan
pemerintah pada Satker Pemberi Bantuan vang
diterima pada tahun anggaran 2021 dan/atau tahun
anggaran 2022;

(2] secara kelembagaan tidak menunjukkan perhatian dan
melakukan upava pencegahan kekerasan di satuan
pendidikan,

{3] secara kelembagaan terlibat dalam kegiatan dan/atau
organisasi yvang dilarang berdasarkan hukum dan
peraturan perundang-undangan;

(4] secara kelembagaan tudak menunjukkan dan
menyvampaikan pemahaman agama dan keberagamaan
vang moderat, sikap cinta tanah air, dan perilaku vang
mendorong terciptanya kerukunan hidup beragama;
dan /atau

(5) secara kelembagaan tidak menunjukkan komitmen
untuk mengamalkan nilai Isiam rahmatan Wlalamin
vang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara
Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal
Tkear;

berdasarkan hasil verifikasi terhadap kelayakan sasaran

Bantuan.

gl Apabila jumlah pengajuan melebihi alokasi jumlah penerima
bantuan, seleksi dilakukan dengan memberikan prioritas
kepada:

(1] pengajuan vang disertai Berita Acara Pendataan EMIS;

(2) pengajuan vang disampaikan lebih awal; dan

(3) pengajuan vang memenuhi kriteria  tambahan

berdasarkan masukan KPA.
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4. Penetapan dan Pengesahan Penerima Bantuan

a] Berdasarkan hasil seleksi, PPK menetapkan Keputusan
penerima Bantuan vang disahkan oleh KPA, sebagai dasar
pemberian Bantuan Pemerintah, sekurangnva memuat
tujuan penggunaan, bentuk Bantuan, identitas penerima
bantuan, jumlah nominal uang, dan nomor rekening
penvaluran dana bantuan.

b} Nomor rekening penyvaluran dana bantuan sebagaimana
dimaksud pada huruf a) adalah Rekening Penvaluran Dana
Bantuan pada Bank/Pos Penvalur atas nama Pemberi
Bantuan, atau rekening penerima bantuan.

¢| Penetapan Keputusan penerima Bantuan dapat dilakukan
secara sekaligus untuk seluruh penerima Bantuan atau
secara bertahap.

3. Pemberitahuan Penerima Bantuan

a) PPK memberitahukan kepada penerima bantuan mengenai
penetapan dan pengesahan sebagai penerima Bantuan.

b) Penetapan dan pengesahan sebagai penerima Bantuan
disampaikan melalui pemberitahuan langsung kepada
penenma Bantuan melalui:

(1) pemberitahuan langsung kepada penerima bantuan
dari Satker Pemberi Bantuan;

(2) pemberitahuan pada aplikasi PUSAKA dan/atau SIMBA
pada laman:

https:/ f pusaka. kemenag. go.id
https:/ /simba. kemenag go.id

i3] Website Satker Pemberi Bantuan; dan/atau
(4] Website Direktorat pada laman:

www.ditpdpontren kemenag go.id

6. Penvampaian dan Pengujian Kelengkapan Administrasi
Pencairan Bantuan
al] Penernima Bantuan menyvampaikan kelengkapan administasi
pencairan yvang telah diisi lengkap, melalui aplikasi PUSAKA
dan /atau SIMBA pada laman:

https:/ /pusaka kemenag.go. id

b} Kelengkapan administasi pencairan Bantuan meliputi:
(1) Surat Permohonan Pencairan Dana;
(2) Perjanjian antara PPK dan penerima bantuan;
(3) Kuitansi Bukti Penerimaan Uang; dan
(4) Surat Permyataan Penerima Bantuan Pemernintah.
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cf] PPK melakukan pengujian terhadap kelengkapan
administrasi pencairan Bantuan vang diajukan penerima
Bantuan, untuk kemudian menandatangani Perjanjian dan
mengesahkan Kuitansi Bukt Penerimaan Uang serta
menerbitkan SPP atas hasil pengujian terhadap kelengkapan
administrasi pencairan Bantuan vang dinyatakan lengkap
dan sesuai.

d] SPP disampaikan kepada PP-SPM dengan dilampirkan:

(1} Perjanjian yang telah ditandatangani cleh penerima
bantuan dan PPK; dan

(2} Kuitansi Bukti Penerimaan Uang vang telah
ditandatangani oleh penerima bantuan dan disahkan
oleh PPK.

e Dalam hal kelengkapan administrasi pencairan Bantuan
dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sesuai, PPK
menvampaikan kepada penernima Bantuan  untuk
melengkapi dan/atau memperbaiki kelengkapan
administrasi pencairan Bantuan.

fl] Apabila penerima Bantuan tidak dapat melengkapi
kelengkapan administasi pencairan Penvaluran Bantuan,
PPK dapat membatalkan penetapan penerima Bantuan dan
mengganti dengan penerima Bantuan lainnya berdasarkan
hasil seleksi dengan Keputusan vang disahkan oleh KPA,

(i. Tata Kelola Pencairan

1. Penyaluran dana Bantuan dilakukan melalui pembayaran
langsung (LS} dari Rekening Kas Umum Negara ke rekening
penvaluran dana bantuan untuk kemudian disalurkan ke
rekening Penerima Bantuan oleh bank penyalur, atau disalurkan
langsung dari Rekening Kas Umum Negara ke rekening Penerima
Bantuan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-
undangan pelaksanaan anggaran,

2. Tata cara pencairan Bantuan vang mencakup penerbitan SPP,
SPM-LS, dan SP2D berpedoman pada peraturan perundang-
undangan yang mengatur mengenai tata cara pembayaran dalam
rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
dan ketentuan lain yang berlaku di lingkungan Satker Pemberi
Bantuan.

H. Penggunaan Bantuan

1. Setelah dana Bantuan diterima, penerima Bantuan harus segera
melakukan penarikan dana dari rekening Penerima Bantuan
sejumlah dana Bantuan vang diterima.

2. Dana Bantuan harus langsung dimanfaatkan sebagai pendanaan
tambahan dan/atau menutupi kekurangan biaya operasional
untuk penggunaan sebagaimana ketentuan Tujuan Penggunaan
Bantuan Pemerintah dalam petunjuk teknis ini, meliputi:
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a) pembiayaan operasional personalia untuk gaji dan
tunjangan, termasuk untuk iuran BPFJS kesehatan dan
BRJS  ketenagakerjasan bagi pendidik dan tenaga
kependidikan; dan/atau

b} pembiayaan operasional non personalia untuk bahan atau
peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya tidak langsung
berupa ATK, daya, air, jasa, telekomunikasi, pemeliharaan
sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi,
konsumsi, pajak, dan asuransi.

3. Dana Bantuan dapat dipergunakan sebagai pembiayaan
operasional personalin dan non personalia vang belum
dilaksanakan dan/atau telah dilaksanakan namun belum
sepenuhnya terbiayai sepanjang masih dalam Tahun Anggaran
2023.

4. Bunga Bank/Jasa Giro akibat adanya dana di rekening yang
berasal dari Bantuan menjadi milik penerima Bantuan untuk
digunakan sebagaimana Tujuan Penggunaan Bantuan dalam
Petunjuk Teknis ini.

3. Penerima bantuan menatausahakan setiap pemanfaataan dana
yang berasal dari Bantuan, serta menyimpan bukt
pemanfaataan dana dimaksud untuk kelengkapan administrasi
dan keperiuan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

6. Apabila terdapat pengeluaran vang tidak dapat diperoleh
bukti/kuitansi yang sah, maka bukti pengeluaran dapat berupa
kuitansi biasa bermaterai cukup sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan yang disertai dengan pernvataan
kesediaan untuk sewaktu-waktu diperiksa untuk keperluan
pemeriksaan/audit keuangan terkait dengan pengeluaran
tersebut.

7. Dalam hal sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023 masih
terdapat sisa dana yang belum dipergunakan, penerima bantuan
wajib mengembalikan secepatnya ke Kas Negara.

l. Retentuan Perpajakan
Kewajiban pembayaran pajak atas penggunaan dana Bantuan
menjadi tanggung jawab penerima Bantuan dan penerima manfaat
dan dana Bantuan sesuai ketentuan perundang-undangan.

J. Pertanggungjawaban Bantuan

1. Pertanggungjawaban Bantuan dilaksanakan dengan tertib
administrasi, transparan, dan akuntabel.

2. Pertanggungjawaban Bantuan terdir dari Laporan
Pertanggungjawaban Penerima Bantuan dan Laporan
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran.

3. Laporan Pertanggungjawaban Penerima Bantuan berupa lembar
Laporan Pertanggung Jawaban.
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Laporan Pertanggungjawaban Penerima Bantuan disusun
Penernima Bantuan dan disampaikan kepada PPK secepatnya
setelah dana bantuan dimanfaatkan dalam Tahun Anggaran
2023 melalui aplikasi PUSAKA dan fatau SIMBA pada laman:

https:/ /pusaka kemenag.go.id
https:/ /simba_kemenag go.id

Laporan pertanggungjawaban Penerima Bantuan merupakan
dokumen vang sah dan dapat dipertanggungjawabkan menurut
hukum.

PPK dan Penerima bantuan pemerintah menyimpan sekurangnva
masing-masing 1  (satu) rangkap salinan Laporan
pertanggungjawaban Penerima Bantuan sebagai dokumen untuk
kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan pejabat
pengawas fungsional.

Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran adalah
bentuk pertanggungjawaban penggunaan anggaran vang berasal
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta
disusun dan dilaporkan berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Larangan dan Sanksi

1.

Larangan
Pemanfaatan Bantuan tidak dibenarkan digunakan

seluruhnya atau sebagian untuk:

a) segala akntvitas vang bertentangan dengan hukum dan
peraturan perundang-undangan vang berlaku di wilavah
Negara Kesatuan Republik Indonesia;

bl rehahbilitasi gedung/ruangan;

c] membangun gedung/ruangan baru;

dl membiavai kegiatan vang telah dibiavai dari sumber dana
pemerintah pusat atau pemerintah daerah secara penuh;

el membiavai kegiatan penunjang vang tidak ada kaitannya
dengan operasional satuan pendidikan; dan/atau

fj mebiayai kegiatan vang tidak sesuai dengan rencana
penggunaan vang termuat dalam usulan/proposal tanpa
sepengetahuan dan persetujuan PPK.

gl Penerima Bantuan mengajukan dan/atay menerima
Bantuan lebih dari 1 (satu) kah

a) Segala bentuk pelanggaran atas pengelolaan Bantuan yang
tidak sesuai dengan ketentuan akan diberikan sanksi

b Apabila di kemudian har, atas penggunaan dana Bantuan
mengakibatkan kerugian Negara maka penerima bantuan
pemerintah bersedia dituntut penggantian kerugian negara
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dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Apabila dana Bantuan dipergunakan selain dari
sebagaimana dalam tujuan penggunaan Bantuan dalam
Petunjuk Teknis ini, dana tersebut dianggap sebagai sisa
dana bantuan dan wajib untuk disetorkan ke Kas Negara.
PA, KPA, dan PPK dibebaskan atas segala kemungkinan
tuntutan hukum dari penggunaan dana Bantuan oleh
penerima bantuan pemerintah atas segala akibat vang
ditimbulkannva.
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BAB III
PENGENDALIAN, MONITORING DAN EVALUASI,
SERTA LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT

Pengendalian

1.

Pengendalian Bantuan dilaksanakan melalui bimbingan teknis
dan/atau pendampingan kepada penerima Bantuan dengan
tujuan:

al] agar Bantuan digunakan dengan tertib, efisien, efekrif,
transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan
rasa keadilan dan kepatutan; dan

b} untuk memastikan seluruh kelengkapan administrasi
bantuan terpenuhi, dana bantuan dipergunakan sesuai
dengan Petunjuk Teknis dan meényvampaikan laporan
pertanggungjawaban sesuai dengan batas waktu yang
ditentukan,

Bimbingan teknis dan/atau Pendampingan dapat dilakukan

melalui:

a) pelaksanaan kegiatan swakelola atau kontraktual vang
diselenggarakan oleh Satker Pemberi Bantuan, Direktorat
Jenderal, dan/atau Direktorat;

b Perjalanan dinas dalam negeri yang dilaksanakan dengan
menugaskan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan
Satker Pemberi Bantuan, Direktorat Jenderal, Direktorat
dan/atau tenaga lain;

¢} koordinasi antara Satker Pemberi Bantuan, Direktorat
Jenderal, Direktorat, Kantor Wilavah atau Kantor
Kementerian Agama; dan /atau

d] koordinasi dengan APIP,

Monitoring dan Evaluasi

KPA bertanggung jawab atas:

a) pencapaian target kinerja bantuan;

b) transparansi pelaksanaan dan penyaluran bantuan; dan

¢) akuntabilitas pelaksanaan dan penvaluran bantuan,

Dalam rangka pencapaian target kinerja, transparansi, dan

akuntabilitas pelaksanaan dan penyaluran bantuan, KPA

melaksanakan monitoring dan evaluasi.

Monitoring dan evaluasi dimaksudkan untuk memastikan:

a] kesesuaian antara pelaksanaan penyaluran bantuan dengan
Petunjuk Teknis vang telah ditetapkan serta ketentuan
peraturan terkait lainnva; dan

b) kesesuaian antara target capaian dengan realisasi.

Monitoring dan evaluasi dilakukan melalui:

a) wvisitasi lapangan berupa perjalanan dinas dalam negeri yang
dilaksanakan dengan menugaskan Aparatur Sipil Negara

s e
raoT

PLILA | Pomwdl Mesastnramn | Perd Possnsten | ";-_"'_H"h':' P Pondren

. 3

[ Easubdd | Nesiba Hawu b | " Diirmietiin | Seemritjen
T
|
|

@ |+ [ v[§ [ v [y |




5.

P 2 .

(ASN) dan/fatau tenaga lain di lingkungan Satker Pemberi
Bantuan, Direktorat Jenderal, dan /atau Direktorat;

bl koordinasi antara Satker Pemberi Bantuan, Direktorat
Jenderal, Direktorat, Kantor Wilayah atau Kantor
Kementerian Agama; dan/atau

c] koordinasi dengan APIP,

KPA mengambil langkah-langkah tindak lanjut berdasarkan hasil

monitoring dan evaluasi untuk perbaikan penyaluran Bantuan.

C. Layvanan Pengaduan Masvarakat

Lavanan pengaduan masvarakat dimaksudkan untuk:

a] membangun keterbukaan dan partisipasi publik dalam
rangka pelaksanaan public accountability dan mewujudkan
good governance di lingkungan Kementerian;

bl meningkatkan peran masyarakat sebagai bentuk
pengawasan melekat oleh masyarakat; dan

cl mengetahui deteksi dini terhadap penvimpangan dan
mencari solusi terbaik.

2. Mekanisme pengaduan dilakukan dengan cara:

a] menyampaikan pengaduan secara langsung kepada Satker
Pemben Bantuan ataupun tertulis ke alamat Satker Pemberi
Bantuan;

bl menvampaikan pengaduan melalui website dan akun media
sosial resmi Direktorat dan/atau Satker Pemberi Bantuan,
sepert
Website : www.ditpdpontren.kemenag.go.id
Twitter . (@ PPesantren
Fan Page Facebook : Pendidikan Pesantren
Instagram : pendidikanpesantren

¢l menvampaikan pengaduan melalui I[nspektorat Jenderal
Kementerian  Agama  dengan mengakses  website:
https/ /simwas. kemenag.go.id

d] menyampaikan pengaduan melalui Lavanan Aspirasi dan
Pengaduan Online Rakyvat (LAPOR) pada portal:

WWW, r.go.id.

3. Tindak lanjut pengaduan dilaksanakan oleh unit kerja pada
Satker Pemberi Bantuan.yang memiliki tugas dan fungsi atau
memiliki tugas koordinasi di bidang Pendidikan Diniyah,
Pesantren, dan/atau Pendidikan Keagamaan Islam,

4. Masyvarakat pelapor harus dapat menunjukkan bukti-bukn
pengaduan, seperti foto, dokumen, atau bukti lam yvang sah dan
dapat dipertanggungjawabkan kebenarannva.

5  Pengaduan masyarakat dilampirkan sebagal
pelengkap/ pendukung laporan pelaksanaan bantuan.
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BAE IV
PENUTUP

Petunjuk Teknis ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi seluruh
pihak terkait dalam pelaksanaan Bantuan pada Tahun Anggaran 2023.
KPA pada Satker Pemberi Bantuan dapat menetapkan Petunjuk Teknis ini
sebagai Petunjuk Teknis Penvaluran Bantuan atau menvusun dan
menetapkan Petunjuk Teknis Penvaluran Bantuan dengan mengacu pada
ketentuan dalam Petunjuk Teknis ini. Ketentuan lebih lanjut mengenai
hal-hal yang perlu dijabarkan lebih dalam secara khusus disusun
berdasarkan ketentuan dalam Petunjuk Teknis ini,
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FORMAT DAN CONTOH DOKUMEN

A, Hormat Surat Pengajuan

SURAT PERGAJIIAN BANTDAN

Dengan boarmat, yang hertandn tangan di bawsh ind:
Mama lengkap D e e . C e e e e - [1]
Jalwatan L e o : 12]

lwrsaima ini mcngajukan pesmohonan sebagai penerima dana banlvar::

Peomber: Buaniusn @ | e e e R 3]
Judul Ganuun D e e - R

rlengan daza pengajuan sebiagead berdogt;

Narior BEALstile 0 : T
MESN : e e e - e e e 0}
Jemds LemBagR D e ; (7|
Mouna Lembags 0 0 e ; S ¥ |
Alnmat Lembags e e ]|
FPWE Ut et e e e e e e e . SRR 17
Frarred Hanle Matre bekeming Mornor Teleeep
(L1 12 ' |13

Liprsama pongajilan i cerlacnpir:
1. Rencane Penppengan; dan
2, Tersvaraden Adoioisiratit.

Demikiat penpajusn ini dibnat, dan leomi oeavalubu: bertisnpeongiawah seeara natiak
alas kebetiaoan dusy dun penggannan dana boodnan.

tanda tangan den stemnpel
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KETERANGAN PENGISIAN
SURAT PENCGAJLAN

KO h ' URATAN TSI

[E} | T'-Iama lengkap Kepalaf F‘lmplnan,- I-'Lndngguugmwm:n Tembagd atiu yang
: mﬂmkuh h:mhﬂgd

eyl L

2] Nﬁmd Jabatan KFPH]H;’l-‘lrnpmanIl’umnggungpamah lrml_mga ATALL YALE
mevwakili lembags

CUannioh - Kepala PDF lva Al Mubasrok
3] | IMisl nama 8atker Pernlien Buntuan
- Contoh: Kantor Wilayal Ketoenwnan Agama Provinsi Sulawesi Harat :
4] - Judul bartuan, sesus dengan nomenklaily banluao vang ada dalam
| T3lHA,
| Contahe: HOY Pesantren dan Peodidikan Keagomaan Islam
(3) | Nomor sestistik yang ditetapkan oleh pengelola Sistem Infofmasi tan
Manajeroen: Pendidikan  (EMIS) Edueation  Wanagement  faforrmenion.
_ Systermn] Pendidikan Talgm,
i [} | 1Hisi Nomor Pokok Sekolah “asienal {NF’"-&"H khiusus untuk SPM, FDF, |
: .| tan PKPPS. Untuk sclain 8PM, FDF. dan PKPPS dapat dikosonghkan.
[F} | Jenis lembaga [dilsikan yang sesuai);
Pendidikan Muadalal Ta /W astha /Ulva
Pendidikan Dinivah Foreal e Wastha, Ulya
Pengkajian Kitalr Kuning
Mendidikan Kesetaraon Pada Pondok Pesanlren Salativah
Ma'hat Afy
Vendidikan Mardrasah Dingral Takmilivah
L Pendubikan Al-Curfan :
{H] - Nﬂrlld lembaga !
; » Conloh © PDF Ulva Al Mulsarok :
1Y H.ldmnt lengkap lembrea _
< {10) | Nomor Poknk Wagib I-"1_1.'11-: iI*I]"WFi AlHs TIHEIM sutuan ucndldlk.q I
pesaniren/pendidikan keagsmaan Islam, atau lembega penyelenppaea
satuan  pendidikan pesaolren/pendidikan keagamaan Islam vang
brersangkutlan. Jika tidak ada dapat dikesongkan,
(11} | Mama Gank peoerhil reicening lernbaga. ditulis lenghap dengan nama
|entmng
{12} | dama rekening lembagsa
U3 | Nomgor rekening atas nama lembaga
- (14 | Tempat dan ranggal penandatangan surit
- (13} ; BHisi samea dengan nomur £3)
| [10) ! DHisi sama dengan nomor (8] |
P17} T sama depgan nomor (1] - ]

ek LN
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RENCANA PENGGUNAAN DIANA BANTDAN

Ne. Uraian_ | Waktu Pergunossn Jurmlal
_dl 1 ] ar %)
.1. : ) Rp
i 2. ] Kp
i 3. Hp -
K i
s, B o Rp B
D . kg ]
7. _ . 'p ]
E. I Rp - _
10, ].. dst ' Ep
. ' ' | ®r
1%
16
¥
Larel tangan dan stempel
1
RETERANGAN PENGISIAN
EENCANA PENGGUNAAN BANTUAN PEMERINTAH
s ) CRaan st ) -
) [ Nemoruewm 7T _ N |
(2] | Rincien uraian reneand penggunaa  ditolis  selengkap-lengkaphys
dengan memperhatikan keteniuan Pengpunasn Banbluan yang dapat
| dibiaven dan dana Bantoan -
(3) | Hencana wakm pengpunaan dana Bantwan sesual dengan  uradan,
| Comieh L Januan — Juni s e S
(4 [ Jemlab pominad penggunanen dane Bentuan sesuai dengan uraian,
__3 | Terogsa durt Ganggal penandatangan L
(B) | Nama jabmlan peomelaiangan surar pengajuan bantuan
Conluh | Kepala PR Ulya Al Mubaarok o
(7] | yama lembaga
Contoh ; 'L Ulva Af Mubaarok i
(81 | Nama lengkap penandalangan surdl penpajuan bantuan
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C. Contoh Format Keputusan Penetapan Penerima Bantuan

KREPUTUSAN PELJABAT PEMBUAT KOMITMEN

(1)

NOMOR 2]

TENTANG
PENETAFAN PENERIMA
(3
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANCG MAHA ESA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (4
Menimbang a.  bahwa untuk penvaluran
{5) pada Tahun Anggarn
2023, perlu menetapkan 16
schagal penerima (7} Tahun
Anggaran 2023,
b. bahwa L]

Mengingat (13) :

.

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
telah di verifikasi dan di validasi sebagaimana ketentuan
dalam 9], dan dapat
ditetapkan sehagai penerima
(10);
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, periu menetapkan Keputusan Pejabat
Pembuat Komitmen [11)
tentang Penctapan Penerima (12
Tahun Anggaran 2023;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negarma (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomaor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomaor 4286);

Undang-Unidang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistom
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Hepublik Indonesia Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan  Negara  (Lembaran Negarn  Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negarn Republik Indonesia Nomor 4355):



o]

LD

LL

12,

1.5
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Lndang-Undang  Nomor 15 Tahuyn 2004 lentang
Pemeriksaan Pengeiodasn dan Tanggung Jawab Kevangan
(Lembrran Negara Republik Indonesia Tahon 2004 Nomor
B3, Tarnbaban lLembaran degara Republik Indoresia Nomor
S0

Lndang-Undang  Nomor 30 Tatiun 2014 lentang
Administrasi Pemerintahan [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 202, Tambahan Lemba g
Negara Republik [ndomesia Noowse S601);

Uredang Undang Nomor 18 Tabun 209 letiang Pesanel oen
[Lembaran Megara Repusblik Indonesia Tahun 2019 Somos
191, Fambahen lembaran Negara Repoblik Indonesia
Momor G106);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 222 (enlang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Nvgara Tabun Angearan 2623
(Lembaran Negara Republik mdonesia Talun 2022 Nomor
20, Tambahen lembaran Nepara Republik [ndonesis
Momor GE32T);

Peraluran Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang
Fendidikan Agama dan Pendidikon Keagamaan [Lembaran
MNegara Repuldik Indonesia Telun 2007 Nomor 124,
Tambahan Tembaran Xegura Republik Tndetesia Nomor
76

Peraturan Menterintah Mooior 45 Tahun 2013 tentang Tata
Cara Pelsksunaun Anggaran DMendapatan dan Belanga
MNeparg [Lembaran Negara Republik Indonesia ‘Tahoun 2013
Nomor 103, Tambwhaon  Lembaron Megara  Repubdile
Trdomesiy, Nomor 5413) sebagnimana teloh diuball dengan
Peraturan Pemerniab Nomoe 2 Tahen 20068 wenang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintall Nomer 45 Tabiun
U013 tentang Tata Cara Pelaksanaatt Anggaran Penrlapatan
tlan Belaoga Negarg [Lembaran Negara Hepoblik Indonesia
Tahun M8 Nomor 229 Tamboshan lembarsn Nepsrn
Fepublik Indoncsia Moowor 62671,

Perdiurmane  Preswden Nomor 83 Tahun AR13 wentang
Eementerian Agama {Lembaran Negara BEepublik Indencsia
Tahun 20135 Nomoer 165];

Peraturan Menwen Kewangan Somor 190/ PME 0372012
letilanyg Taln Cara Pemmbayaran NDalem Rangks Pelaksanann
Angparan FPondapatan dan Belanja Negara(Berita Negara
Republik Ilndonesia Tatun 20012 Nomar 1191] sebagaimata
Wwlah Jinbah dengan Perdluran Manten Kenangan Nooaor
1768/ PME.On/2018 centang Perubahan Atas [eraturan
Menteri Kvuangoan Nomor PAOPME Q03720102 tentang Tala
Card Pembayaman Dalam Baongks Pelaksanaan Anggacan
Pendapatan dan Belanga Negara (Beotd Nesars Bepoblik
[mddonesio Tahiwee 2018 Nomer 1736];

Peraturan Menterl Agamia Youwor 13 Taliwn 20141 teiuang
Pendidikan Keapomaan islatn [Desita Negara REepublik
[hdoaesia Tahiun 2014 Nomor 322,

Peraturan benteri keuangan Moroor LoS/PRKO572013
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lentang  Mekanisme  Prelaksanasn  Anggaran  Baniwean
Femerintah pada Kernentorian Miegora/Lembaga (Beriig
Negard Fepublik indonesis Tahun 2065 Nomaor 1340}
stehagaimana telal heberapa kali diubah terskhir fdengar
Peraturan Menlerd Keuanpan Namgr 132/ P05 2021
temang  Uerubahan Kedus  ataa Peraturan Menter
Keuangan Nomaor [68;PME.G5/2015 tenlang bekanisme
Pelaksanaan  Anggoran Tweoduan Femnerintah paila
Kememterian/Tembaga Beriia Negara Fepublil Indonesia
Tahun 2021 Nonwor 1080);

Peraturan Menier Agama Nomor 67 Tahuan 2015 (entang
Banluan Pemerinigh pada Kementerian Apamna {Beorit
Megara Republik [ndonesia Tahun 2015 Nomor 1633)
stbagaimana telabe beberapa kali dinlah terakhiv dengan
Feraluran Menteri Agama Nomor 21 Tshun 2059 temiabg
Ferubahan Kedigs Atas Peraturan Menderd Agama Nooew: 67
Tahun 2013 tentang Banlgan  Penteriniah poda
KWementwenan Agama (Berilda Negara Republik Tndonesia
Tahurn 20E9 Mowrapr 11731);

Perdluran Menteri Agama Somor 19 Tahun 2019 weotans
tenlang  Oreanisasi dan Tata Kerja  [nstansi Vertikul
Kemenlenan Agama [Derila Megarn Bepublik Indonesia
Tahun 2019 Neomnr 1117] sebagaimana elaly digbah
detigan Prraturan Menterd Agama Nooer 6 Tabiun 200k
lemany Perabahon Atas Peraturan Menten Apamas Momor
1% Tahun 2019 tentang 1enlang Organisesi dan Tata Kerja
Tslans Vertiksl Kemenrerian  Apama [Berila Nepara
Repulilik Tickonesia Tabun 2022 Nomor 284);

Peraturan Mentesi Agama Nomor 6 Tahun 20020 tontang
I'tjabat Perbendaharaan Negara Pada Kemenlerian Agamu
(Berite Neaara Bepubilik Indonesin Tabun 20020 Nomor 17 2)
sehmpairoana beluh diobah dengan Peratoran Menterd
Apgarma Nomor 32 Tahun 20021 tontang Perubghan Atas
Peratean Menlen Agama Nomor & Fabhun 2020 lenlang
Pejahat Perbendaharaan Negara Pada Kementerian Apama
tiierita Negara Repubhlik Tahun 20621 Nomor 13583);
Peraturan Menteri Agoma MNomor 30 Tabun 20020 tentang
Perdirian dan Peovelenggaraan Fesaonteen (erita Negara
Fepuhbhk Imdonesia Tabun 2020 Nomor 14.32);

Peraturan Montrn Agama MNomoor 31 Tahun 2020 tentang
Pemiulikan Pesaniren (Bema MNegara Hepuhlik lielonesia
Tahun 2020 Nomor 14405);

Peraturan Menign Agama Nomoe 32 Tabun 20200 lenlang
MaTagd Aly [Terita Negara Republik Indonesis Talnan 20020
Momor 1433];

Peraturan Mentemi Keuaangan Momor S5 PRK 00 000020
erlany Slaoddac Biays Masukan Tabuo Arsgpacan 2065
[Berita Megara Bepublik Indonesia Tahun 2024 Nomor $34);
Teraturan Memreri Agama Namwer 72 Talmin 2022 tentang
Urganisas dan Tala Keoa Kemueneeiann Agana (Berica
Mipgard Repulihk Treloresia Tabon 2022 Nomor 9335);
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RMEMLUTUSK AN
EEIMITUOSAM PEIATAT PEMBLUAT KOMITMEN (14]
THM AN PENETAPAN PENERIMA . ... 113]

TAHLIw AMOGAFEAN M3

Menetapkan .. . . [16] wsrbapgsd penerima

[17)]  Tahun Anpgparan
.-E'L"I..Ej sab.mnunana rrrmn’rum rialmn I.:-nnp]mn vaug merupakan
bagian LGdak terpisahkan don Kepatusan ini.

(18] ‘fahun Anggaran
2[’]2? rljt:-]]r.smmkun hl":ﬂ.aﬁz-uk:-lrl T-":T]z-:_rr_]u-m Antard Prjatitl
Pembual Komitoien dengan pencrima  bantuan sebagaimana
dimaksud pada Dikinm KIESATIL

Ceniuk, fujuan pengpundan,  ldly kelola pencairan,
pemanfaatan, keteninan perpajakan, perlanpgung@Ewatsn, dun
ketentuan  sanksi . L o (1M mebagainwana
dimaksud dalam D]I{tum I{EhATLT mengactt pada keteniuan
elalam {2,

Dana bantuan schagaitnana dimaksud dalam Diktam KESATU
disaltkan . . L R A

Segala hiava vang timbul sehagai akibar dari pengtapan
Keputusonl i dibebankan pada Daftor lsien Pelaksenaan
Anggararn [DIPA] L L e s e 1220

Keputusan ind berlako untuk Tahun Anggaran 2023,

Diletapkandi . .. . .12
pade tengeal L (2]
Lz hsan oleh:
KL'ASA FENGGLUMNA ANGGARAN PEJABAT PEMBUAT ROMITME




LAMITIZAN

KEPUTUSAN PEJATAT PRMIELAT KOMITMEN

TENTAMG

o A27)
(28]

PENLTAPAN PRNERETMA o [29)
TAITEIN ANGOGARAN 2023

FEMNERIMA BANTUAN

TAHL N ANGGARAY 2043

Mo ' Mama

Mo Sraristik  Lembags

(31 a3 (33)
j

Alamat, Milai

Lemlags
(34] (15)

N P 1)

Hekening
Bantuan Bank
SO <.

2

3 -
31 v et
JUMNLAH

(37]..

TIERBILANCG @ [3A}

Diszahkan alely
KUASA PENGGTUMNA ANGUARAN

e 0]

FEJARAT FEMEUAT KOMITRMEN

S [ 23!
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KETERAMGAN PENGISIAN
RETMUTUSAN PENETAIAN PEMERIMA BANTL AN

MO TRAIAN [51
'_11_]_17-1_:-;::[:-1 Uit Kera empat tugas I'PE dan Nama Satker Pemberi Bantuan
Comiogh: Bilang Peodikikan Doosvalb dan Pondok Pesantren Kantor
Wilavah Kemnentenan Agama Provinsi lawna Tengah
{2| MNomor dan Tahun Keputussn Penelapan Fenerime Baniuan dengan
fomngl gespal ketentian pang berlaku pada Satker emben Bantudn
(3 Juelul b, sesuai denpan omenklatar bantuan vang ada dalam
THPA. '
Cromdnoh  BOP Pesantren dan Pendidikan keagamosan Islim |
Apabila penelapan penerima baniuan ditetapkan lehih dari 1 |satup Kali :
dalom  Tabun Anggaran 2023, ditambahkan  keteranpan Tahap
Pelvaluran banfuan
Coeptoh | BOP Pesantren dan Pendelikan Keagamnaan [slam
(4] | Liigi sama derngan oo |1 N
I ¥ ]_':1!*31 SA01A AelFar nomeT [33
! (8] | Tiisi “aauian Pendidikan Pesantren dan satuan Pendidikan ngdﬂmaﬂ i
 Islam?” N :
7] Diisi Sama If'lE'ﬂE,F!ﬂ LT [3] i
18] " Diisi 5a10a dellpan 11001371 [&]
) " Diisikan dengan nona. nomor, tentang, cdan lanpmal  Keplllgsan
fanetapan Petinjulk Teknis.
Contoh :
Kepuniisan Direkinr Jenderal Pendidikan Islam Nomaor 123 Tahun 2043
- tentang Metunjuk Teknis Pelaksananan BOLP Pesantren dan Pendidiksm
| Ktapamaan lslam Tahun 2023
(L} ¢ Disi saama dengsan nomor (53]
(11} | LMisi sama dengan nomor (1)
(12 | IHisd sama doengan nomor §.3)
(13 | Apabila ada perubihan peraturan perundang-andangan, isi l-:::-nmvr.ii.mn
_ | mengingat harus disesuoikain.
(14 | Disi sema dengan nomor {I)
£13) | Thiesi sama dengan nomor [3)
{16 | Diisi sama dengan nomor {{)
£17) [ Diiisi SRINA le':;:{an roka e |5
f18) | Diisi sama dengan nomor |3
(19 | Ddisi samn dengan nomor |3
{40 Disi sama dongann nomor |9
{21) | 1. Apabila disalurkan miclalui rekening bank penyalur diisikan:
melahny Hekemnp Bank Peoydlur untuk kemudian disalurkan ke
rebening penerima banbosr
2 Apahila disalurkan langrung ke cebening penesimng Laniadan dinmloan:
. Jangsung ke rekening pencrima bantuan. B
. Diisi clenipran Normor dan |HILHEH,] [31PA beridot kode mako angearin
(23] | Tempat pena ndamngan::m pe et A Ixf'pllluﬁ.HTl
i {24] . T'mggal Penandatanganan penetapan 1-:1=pu1umn
; [25]) i i Natne lenphkapr Prejatm | Peonlioel Kamnitmen, et Tapm H.“]HT o o
{2!’:] Namr—‘: Tengkap Kua4a Bengeuna Angpaman, 1anpd go Jar
1.?. -’] i sama dengan nomor [1)

! T
| 29)

Dhidsi HAIILH denpgun normor [2)

Drizsi SHTEIH dlempAre Tennor [3)
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NG URAIAN 151 ]
[_3_1]] Diisi salua Elc_;tj.gan lomoer (3]
[3l] MNomeor arnit o
(34] - Mornor statistik penerims buntuan yvang ditctapken oleh penpelola Sistemn
CIndoemasl dan Manajemen Pendidilan  [EMIS/ Education Management
- Infmmation System| Fendidikan [slom.,
(33} ;: Nama lerabaga penerima banfoan
i (34 | Alamat lembaesa penerima ha-l.niuﬁn___ S !
© (33 | Milad bantuan dalam sngka '
Contol ¢ RpdO 000, 000,00
{36y | Disikan Marma Rrkcning, Nomor Relkening, ddan Mamus HBank penertat
reekening Tenghkapr ilengan nama cabang dari penerima banduat.
Contoh
1. Apahila dimahyckan metahnd rekening ank penyalur:
Rekening Bank Penyalur EPL 133 DB Dendis untuk BP Nomor
AR10ANERE pada Bank Mepara (ndoncesia (HML) Cubang Pecenongan.,
2, Apatnla digalurkan langsung ke rekening penerima aniuan:
IPDI Uiya Al Mubaniok Xomor 14345678 pada Bank Halorat Indorcsia
... BRIl Cabang Wonosolbo
[37]  Junuabh angka nilai bantuan dalan satu keputusan prRetapan
Condete B 1,000,000,000.00 i
[28] Juintal hurul ndlan antuan dalam satn keprllasan penel s pan '
CContoh  Sang Milvar Rupiah
[39] Dhisl sdmns dengan nomer ((23)
[44] Diisi sgama dengan uomnsr [(20)
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D, Contoh Surat Permohonan Pencatran Dana

SURAT PFERMOHONAN PENCATRAN DANA

Dengat) biotirat, yobg bertanda leapen di bawals e
Ballen LRIELBGY L i e e e e e o o o i o s o e st
Jubzmlan S [

bersauna ini mengajukan permchonan pencaivan dana banoa:

PRIBErT BAMUIALL o o s s e o o e s e [
Jurdiyl Heolusn t)

dengan data peoerea banluan sebapat berikut:

MEBN D e VU PO | £
fenis Tambiags . - - e

Nowna Leinbaga o S . . . 5]

AlRIT LemmBIAEH 0 o o e e e e e e e e e e 9]

NEWT T . . (1)

Murnor SLutislik D [

Moo Bank Na:na Rekenitig

Moot FEekening

(111 (12 113]

Ligrsares permrushoman oi terlarmpic Keleogkapen adouoisiast pencailan Bosiiian yacig
telabh dilengkapi dan ditandatangan: oleh pencrima bantuan melipati;

l. Perjanjiat antara PPE den penerima banlua;

2. Kuitangi Bukti Penerimaan Lang; dan

3. Bural Perivataan Peoerina Batluat Peoieciolals.

. $173]
e 10]

tanda tangat dan stempel

17




Ml
(L}

(3}

[+

i 15

e URALSN 141

(2} -

-35-

KETERANGAN PENCISTAN
SURAT PERMOHONAN PENCAIEAN DANA

I Nama lengkup AL lierirulak uniuk dun stas nama lermbaga Denerima

t Hantuan, sesuai dongan vang bertanda tanpgen pada sural pengajuan

Nama jabalun yang bertindak untuk dan atas nama lembapga Peasrios

. Bantuan, sesuai dengan vang berlanda bungan pada surat pengajuan

: THisE nama Satker Pemberi Bantuan

- Contoh Kantor Wilgyab Kemnenterian Agama Provinsi Sulawesi Barat
Jmlu] tvimtuan, scsuai dengan nomenklatar banman veng ada dalam
L oIpA

_i_leTﬂh BOF Fesaedren Jan Pendidikan Keaganiaan Islam
Nnmnr statistik yang :'lllf-mpkan et pengeloly Sistem Infonmnasi dan
Mmmjﬂne-n Peradicliken  (EMLIS/ Educafion  Maragement  Tformotion
aystern) Mendidikan Islam.

Diisi Nomor Pokok Seknlah Masigral qu-'S['d] khusus untuk 31*M, FDF,
dan PRPPS. Untuk sclain S8, PDE, dan FKPPS dapal {Ilkr.lﬂungka_u

Jenis lemabaga [dilsikan vang sesiai):

Pendidikan Muadalah Ula /W ustha fUlva

Pendidikan Diniyah Farmal Ula MW asthea /U ey
Ponglajion Kitaly Kunmy

Pendulikan Resetaraan Pada Pondok Pesatleen Salafivah
Ma'had Aly

Pretudichilan Madrasah DHnival Takmilivah

Mendidikas Al-OQnlrgn

Contoh @ FOF Llya Al Mulbkiarok
Alalual iankr—:l: lematr g

[a]
[H]
.
-2,
-3
4.
=R
0.
7.
18] MNWanw lembaes
15
(193]
i,

{12] ' Numa rekening lembaga o
[13] Nomor melening alas nams lemebeps

Motmor Pokok Wajih Pajak (NPWH atas nama sarvan peewdidikan
pesantren/ pendulikan keagamasn Islam, atave lembapgs penvelenpgear
salian peendidikan pesantren/pendidikan keagamaan Islam yang
bersungkutan. Jika tidek ada dapat dikesenghan, |
Murma Bank penecbit rekering lembygy, ditulis lenpkap dengan nama
- calang

Termapat dan tangeal petsamndatangan sl

Liisi sama dengan nodhor (2] ) I

|14]
k=)
{16] ; 1Misi sama denpan nomor [8)
1T

I isi sama dengan nomer (1)
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E. Formati Perfanjian

RO BUTAT SATRERSESLAL BTN TUAN TATA NASKAR TINAS

PER.JANJIAN
TENTANG
PELAKBARAAN BOP PESANTREN DAN FENDIDIKAN KEAGAMAAN ISLAM
TAHUN ANGOARAN 2023

HONVOTR S ] |
Perganiian ind berikat semua lampiranoya yvang selaojolnys dusebt Perjanjiazn dibuat dai

ditandatangani di L L [21 il T C .. 13y tangpal i+ Laglun
........... 3] svhun dua ribu dus pulul satu 1pa anteca:

Lo sy, Pasnbal Pernioust Eomitmen pada e
171, fAalam Iad ird Lertindsk untuk dan atas TLEILHL
. (H], setaniutneg dischn: P AK KESAT

2 O 1 e
[LCH. dalain FLHL ini bortindak untuk dean & lan TLHITLH
....................... o L2 Ly, sebapal penerirmy BORP Pesaorren doo
Pendidikan heag;uu&an fslum Tehun Anggaran 2023 yang dialokasikan selbepai
...................................... . [L2]. VAL ditelaphkan mlalhsi

.............................. . e e e e e s e e o VL3 SETATIUINY A digchuat
F[Hﬁ}\. Bl A

berscpakat unluk mengacakan Perarjisn daism rangka pelaksanaan GoE Pesanlren dao
Dendidikan neagamasan slam Tanan Anggoran 2023, yang dianr dengen keleoluso
stliagead berikoar:

Fasal |
PN IAHIITLIAN

11 LitJP Pesaneren flan Pendidikan Keagamaan 1sloe Tabun Angearvn 20025, wang
selanjulnye disshar Banruan adaiah hantgan pomcrgdad padd istarest vertiksl
kemenledan Apama untuk penyediaan pondanaan cienbahan dundetoo meouiop
krkurangan hiayva oprrasienal personadia don on personaiiz bepl saluan Pendidikan
Mesattret.,

(2] Petupjuk Teknis Pelaksanann BOF Pesaolren dan Peodidikan Keaparosste [slaon
Trhun Anggaran 2023 yarg sclajutnya dischet Petunjult Telinis merupakan acian
deiaim pelakssivean Bantadan uniok Tahun Angearan 2025

%) Yung dlimaksud Perjenjian adalah dimana Mi{ARK KESATL mengikat PIIAK EEGLA,
dan PIIAK KEDUA welah sepakal doluk enelaksenakan kelenlusn-ketentusn dalem
Felieayisut Lol deagan mengacu pade Pelunjuk Teknis,

(11 Per;aniian ini dicandatesgani betdasarkan kesepaleatan PRUAK RESATL dan FILIAK
KELA tarpa adu unsur paksaa.
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Fasza: 2

LINCGKLI® PERJANTIAN
Linglig Pecjanjian melipute hak dan kewsajiban kedua belah pinak, jumlah banban yang
siibwrikan, tata cora dan syaral peoyaloran, pernyvaraan kesangguoas penerioa dans
Harluan unluk menggunakon scsupl tencata  yakg Lelab disepskati, permyasaan
kesunpgupdn poncrima dana Santuan wiuluk menvelotksn =isa dann vang  tidak
migunakan ko kos begoea, sanksi, serla penvampdainn laporan  pootanggungjoonaban
actelah pokcrjnan selesm alan pada akbir labun anggarn.

Tagai 3
PRIATWEANAARN PEJANIIAN

(1] Hak dan Kewajiban Milak KESaTL:

a. mcloksanaken penyaluran fdan peacairan dana Bantuan sesuai Leleoluan
TARTHIN AN pcmndmg-und&ngﬂn:

b. foelububkun penpawaasn prmanfaatan dang Bantuan; dan

v meminta lapatan pertanggungjawaban Al peneeitos dares Lsniaun,

(2] Hak dan Kewajiban TITAK KEDUA:

A. meneTina dana dond Foaoutue sejoodaby L L L L [i14]

b, memaniaarkan dana Baooian sesua keteatusa dalam Petunjuk Teknis; dan

€, Monpetanggungawabian  stonra mtlak penggunaan dona Bantuoan yeng
dilerimg sesuai ketrntuan potaniran porandang wndangea.

(3 Jumish duns Banmoun vaag diberikan termasok didalamovs bisys pajak sesoai
ketenruas perdluran peruniang-undangan,

4] fcoyaluran dasa Dentiun deskoksn melalad pemtenmman ([Angsane (L& dari
Rebening Kas Umam Negara e relaening pencritna dona sannean dengan mekanisioe
Sebupiaimany eteniuan peratican perindacg- ndangad .

(5] PIHAK KEDUA wafibh ooengeunaknn Dantuar sesdas kelenloan delam Petunjek
Teknis, dan rilaksanalsan dicoelod seeds ditandacaoganines Perjanjun.

(Bl FIHAW KETNUA wajib menvimpan Dokl penerionsano baotuan, balkti pengginaan
Bantuar, dan dokumen lain vang disnggap perhe schagal untult keiengkapun
adlmenistrasi  dan weperlean  pomeriksaan apsral  peasEwas  fungsional,  screy
menjamin bukt bl penpgunasn dsny HBantusn merupakan byl vang sah vong
ilapat diperiangeungiawablan scguai Ketenilan peraliran peeuidang-undangn.

(71 PIETAR KEGUA wajily menyeiocken sisd rlana Bantuun vang tdak dipunakan ko Kas
plegara sesud: kelenluan pecaiuryn perordang-izndangan,

8] Belentuen Senksi:

i, apobily Ui kemudisn bad, s@m= penggunean dana Bantuar oengedoibe Uoan
krropgian Negara mals PIHAK KEDUA borsedin ditnooe peogpantan keropian
negard dimaksid sesial doengak: ketenmian peraluran perumlsnp-undengan;

b, apahila dana DGantoua dipesgunskan tidak aesaai Perganjian, dana terschuac
tlinrpgrap aebagai asa dans bantuan dan wajib untuk disetorlean ke Bes Begara;
clHn

o PIHAK HEZATH dibebaskdan sias sessls kemungiinan tantutan buknn doci
renpeunaEan dana Bastuan olch PIIAK KEDLA ates  sepala akibml yang
ditimbulkanmya,

(B [FIHAK KFEDLA wajibd mencusun daporan peclanggengimwalsn setelah pokerjaan
srlosal atan abkhic tubiun wopeeran sesoal dengdan estrntuae dodam Potuniuk Tokris,

Masgl 4
cEMEGIAY AAN
Bantnan dialokesiken dalum LGBA L L L L L L. BN § £=15

Sanal G
PENYES . ESAIAN PERSELISUAN
Apabila <l kemudian bari dalam polalsanaan Perjanjian o legudl perseiisiban, nuka
PIHAR KESATIN dan TTITARK KETUA scpakal untuk metyelesdauban secwus Musvawnrah
unttuk Mukfakat,
Fusal £
LAlM-LAIN
11 Apeabily lerjadl hal-bal vang di luar gekuasaan kedus belah pihak acan force rmagioure,
Yang scoard keselurahan eda habunpan Bnpsuny deogan Pecsroian,  dapat
ciprrtimbunpgksn wemimngkinan prruiaban Peganjian danfatau pembatalan dengan
prrscoliuan PUIAK KESATL dan PLIEAR KEDUA,
[2] Yang termasul foroe mofenre wdalab:
a. bencans alpm, leonasak ddalarmonyd gempa bumis, ranah longsor dan banjir;
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b tindakus pemerintai oi hidang fisksl dan mooe e dansalac
€. Hedwtaan Keaowoan vang Litak metginkan, termasuk didalaomyvs kebakaran
perang, huru-hara, peoaosgakkan, peberontakaz. dan epiclean.
i3] weges porabehen rran falau pemibacalao lerhadap Perjaniian i sehagai akibal s
Sore mrvieure wkan dialis bersama kemuodian alel FIHAK KEZATL tan PIFAK KLEDIA,

E

Frgal 7
FENLTUH
Il Perjanjien ini dioual dalam rangkap 2 (duay Inmsing-masing bermateral cukup dan
melepunyad Kekuslsn hukom vang sama.
(2| Ferjanjian ini muiai berlaky pada taripgal ditaudalangnni aleb PIRAK XESATL dan
FleLAK KETA,
(31 Hui-hal yang belum tercaniuo b dalam Perjunjian in akan d:entulan kem i,

TTILAK KEIIDA, MLIAK BEESATI,
Peoenimp Banludao Pejatar Tembial gomitmon
tanda langan Muliza tanda tangan
Emiinin
B I . T A L&
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KETERANGAN PENGISIAN

PERJANJITAN
i_.‘m [RAIAN [5]
Pl Nomor Perjgnjian. scsuai Leteniuan Tata Naskah D Dinas -
_ (@) | Tempar penandatangasean Herjanijian.
__ I3 | Ham penandamngﬁn F'FHHTumn Crmloh: Senin
i [4) | Tangpal quanda!:anban I’cnmumu Contoh: "‘:».I-tlu
[+ Bulan penmndatangan Penanjlan. Condeh: "-IEL
{®1  Mama lengkap Prejabat Pemboat E-{:Tmtml:'n 1anpu ng.-'lr panglcal'ﬁﬁngaﬁ
| dan Nomor Induk Pegawai !
(7) | dama unit kega tempat lug.;m I'ejatt Pembuat Komilmen,
| Conloh: Bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagarnaan 1skaen
(3 | Nama Saiker Permberi Bariuan
s Contoh Kantor Wilayah Kementeran Agama Provinsi Sulawesi Harai _
['l_EIJ 'Mamna  lengh ngkap wang twrtindak untok dd_u artas g I-:mbaga Penerima
DBantuan, scsuai denpan vang berlandd tangan Iy surat pengajuan _
C{10) i Nama jabatan vaTg berindak untuk dan Ailss nama lembaga Ponerin
J Bantuan, sesuai dengan yang beranda tangan pacds surat pengaluan ]
{L1) | Tiisi e Igan nama lembapgs penerima baniuan
| Contoli: POF Ullva Al Mubaarok
£12) | Juadul tmnlu;m, sesual dengan nomenklatur haniuan »dng acda dalam DIPA.
| Contol : BOP Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam
(13} | Mama, nomor, dan langgal Keputusan Péfabat Pembnat Konitmern leniang
FPenewapnhn Peoerima Bantuan } _
(34} : Diisi dengan juinlab angka dan hurif dena hantuan vang ditenima
| __ Condoh s Rp1GO0GJ00.00 |Sepulab Jina Rupiah)
(18] Tiist dengan Nomor dan Tanggal DTPA hPrﬂ-:ul e mata UTIEZATran
(el " Diisi suma dengan nomor (6] ]
[17] Tilisi sama dengan nomnar (9)
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F.  Formar Kuitansi Buke Penerimaan Lang

K BURAT SATKLER SFSLAI KFETENIUAN TATA NASKAR TINAY

KUITANS] BUKTI PENERIMAAN UANGC

Manioe Ve e (i1
Hudah Terimna DAl : kaasa Fengguna Anpearan (K {2.|
Hanvaknya Uang D e Hi
Unwak Pemlwyaran - . - e . 141
hsahkan Oleh, 15
Pojabal Fembunt Keoiirmen Tenering Laziraan
Aars e
Fp. . LR
F = rarddas tangsn
A PR | 1

KETERANGAN FENGISEAN
KRUITANST BUKTI PENERIMAAN LANG

NGO h ~ URAIAN 131
1] Nomeor I{ulTﬂnm ArsiAi kotentuan Tata Masiat [Jm:—w

(2] MNama Satker Temberi Baninan
Conirde Kantor Wilavah Kemencerian Agans Pruvinsi Sulawesi Barae
131 Diisi dengan jumlah angka dan hurf dans Gantian vang ciferima
Condoh ¢ Bpl0.000.000.00 {Sepuluh Juia Rypiah)]
{11 Judul bantuan, sesuai dengun nomenklatur bantuan vang ada dnlnm
tTakA,
i Contoh L NOP Pesaniren dan Pendidikan Keaganiaan islam

0] Tempat. dan 1.|-]T:|j.{gulrrm—1ml:-11m]bﬂn

i3] ~ MNarma Fenglkap Penerima Bantuan, s€:5tal :1:*ngr—‘m vANE lerlarnla lanpan
, s sural peniajuan

.

1 . Namg F‘i:ja_._!.g_i::.g_lj’cnthuai Hortnitrnen, diiulis lanpa pelar




-4 -

ty. Contoh Burat Pemyvataan enerima Dantuan Pemerinrah

SURAT FERNYATAAN FENERIMA BANTUAN PEMERINTAH

Yang berrandn langsn di Bawenh (i

Marus lenghkap
Jahatan

ponerime buntuun:

Femberi Hantuan
Judul Bantuan

atas namn embapa:

Wonmor Sratesilk
ME2

Jenris Leoibopa
Manmia Lembaga
Alamal Lemabupa
1w E

denpan ini menyatakan:
1. hersodia meneritns dun akan memanfaatksn dens Hantuan sesual ketenlumn dalsn
Peturcuk Teknis, dan
oo dwmaedia menyilsan den menyampaikan laporab pesngeungiawaban  penerion
bantuzn pometinlah sesosi kecentuan dalam Pelenjuk Teknis scocpatnya, paling
lumbiat pada mngead 31 Desemlwss 2023

[T
[

i
i

Nemilkian surel permsataan ini disusuo dan ditandatanganl uniuk dipecgunaian
schagaimarny mestin,

[

112
]

14
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KETERANGAN FENGISIAN
AURAT PERNYATAAN PENERTMA BANTUAN PEMERINTALI

URPLI AN TS1

Namd lengkap vatg berlindak untul: dan ai#s rama lembasn Fensritng
. J:Lantum; sesuaAl dengan vang beriads {angan pada sural pengs) uan

~dma lengkap yang berlindak untuk dan atas nama lembaga Peonerdma
Bantian, sesuai dengan yang bertanda tingan peds surat pengajuat
I3isi nama Satker Pemberi Bantuan

Contol: Kanior Wilayuh Kementerian Aguma Provinsi Sulawesi Barul

[l

18]

Judul haniuan, sesum dengan nnmenklatur bantuan yvang ada dalam
[CHI'A,

'l.'_‘mlmh BOP Pesantren dan Pendichkan Keagamaan lslurn

Nomor stalistik yang ditetapkan alet prengclola Sistem Infntoss dan
Manajermen  Pendidiken  iEMIS) Education Murwgement  mformation ,

System) Menduhkan 1skim,

Liisi Nemor Pokok Svkolah Nasional [NFSN), khusus untuk SPR, Fiaw,
dan PKPPS, Untuk selain 8PM, P, don PKIT'S depat dikosougkan,

nf?]' i Jenis lembaga (diisikan yang sesnail

==

. Pernddidikon Muadalab Uls/Wustha ! Ulva

4. Vendidikan Prnivah Formal Ule P Wosiha f Ulya
Fungkojian Kitnh Kuoning

Pendidikan Kesctaraan Pada Pondok Pesanilren Salativah
baTiad Ay

fi. Pepdidikan Madeasah Thinivak Takomilivah

7. Pendidikan Al-Qur'un

LI

(8
[ 19
[ 114

(k1)
(2]

Nama lembwpa
| "Contaly : POF Diva Al Mubaarok ) I

o —eeeee]

Alamat iI-:,ngk_.-JE lembaga o _

Narmar Polrak Wajib Pajrk (NFWF) nuraa Satuan pendidikan pesantren, |
dlin lembags  penyelenggarn Batnan  pendidikan pesantron vang
tJCTE-Ell‘lEkUIHJ‘-I Jikea tidak ada dapat dikosomigkan,

lempat dan tanpggsl lwnﬂmlamngan surat.

[iisi sama thengant nemor 2]

 1L3) |, Liisi sama dengae nomor ()
' {14) | Diisi samg dengan nomor |1)
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Format Laporan Pertangpunpjawabun Penerima Baniuan

LAFORAN PERTANGCGUNGZIAWAEBAN PENERIMA BANTUAN PEMERINTAH

BOF PESANTREN DAN PENDIDIEAN KEAGAMAAN ISLAM TAHUN ANGGARAN 2023

Yang ertanda tanpan oi bawal ini

L. Muanw Lembaga 0 0 : C e e R |
2. Mamy Vimpinan - . e o : o102
A, Alumat Lemsagas - e e e e e I 5]

herdasarkaty . L L ..t den Perjarjian Ko
(3, frlah menerinos ddn.-: BOIP Posaniren dun Dendidikan ]'..'E‘.'El,gd.[[]i-]:-]n ]q]f—:m thun

Anggaran 2023 vang  dialokasican  sehogai

MMl dard

AT dengan nilad nodtinal

Sehubungan dergan hal ersebutl,  deogan o Ve Inetyamnpaiksn  Laporon
renanpgunginwaban Pomcrinlab sebapai horilout:

Laporan Pengganaan Juwmlad: Bros:

A Jumlsh Tocai Nana Yang Velah Diterima T 1
BoJwmlah Totel Dana Yang Dipergunsgan R P (1400
c. Jumish Trral Sisp Dana : [ (R

. Teloh menggunikan dana scsnai dengsn prnggun;mn sebapaiciana :hIHpn'I{an dodotn

A0k 1 humat b

Berdasarkan hal terscbuc di atas, saya dengan ini mervaiuban lengan schenar berarnva
Drobywez:

L.

Oukei-bukti pengehisran peogeunaan dana Feuilwa selsesar . { i
teleh kem! simpan sesial dengar ketentuan wrtul ke l:ng_,}r.dpuﬂ atlministragi deol
lieperlusn prmeriksaan aparal pengawas fun Egional;

c Telab  reemyetorkan  sisa dana bantuan ke Kos  Nepam:  sebesar sebesar

(. . . 213 sebugaimana Buki Penedmessn Kegara (RPN terlacric;| 14

. ﬁ.p'wﬂu dl kemudiin hari, aras pengguoaan fana Bantuan menpgubibatkan kerugian

Megard Tk pCnenma bantuan pemerintab bersedin ditaniut pengeantion kecopo
negard ditnakisid sesusi dengan ketenoan peral cran prryndang undsngan.

N

Penrrima Banodar.

[ T
dplt o tiandy tiogan dan steopel

| 1631
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KRETERANGAN FENGISIAN
LAPORAN PERTANCGGUNGJAWABAN PENERIMA BANTUAN

N  LRAIAN 81 o
il | Nama Lembaga
[2]  Wama lengkap plmpinan jembaga T T 7
|41 Alamar lembaga penenima hantuan
4] Nama, nomor, dan langgal Keputusan Pqﬁ_jﬁbﬂt Fembuat, Koeniloen
— | \enlang Penelupan Tenerima Gantudan
[ [3F ! Nomor Perfanjian anlara PPK Jan Penerios Bantuwan o
‘ ] Judul bantuan, sesuai flengon nenenklatyr hantgan vang sdn dalam
[IL*A.
! Conloh ; BOP Pesantren dan Pendidikan Keaganaan lslam _ ,
- A7) | Liiisi nama Satker Pemberd Gannoan o
. | Conuby Kaneor Wilayah Ketnenterian Agama Provinsi Sulawesi Dara)
(B} | EHisd dengan jumlah angka dan hurut dari dana beniusn vang diterima
(8] * Diisi dengan jumnlah angha dun hurat dari dana bantsan vany diterima.
Apabila dana Buntuon sama dengan dans yang diterima, diisi saoma
| cdengan nomor(8) . — —
- {10) | Diisi dengan Jurnlah angka dan huruf dari dans bantuan yang 1=l
dipergunakan . - .
{11} | Inisi dengan jumlsh angka dar henut deri dens bantuan  pang

ET

3]

[14]

(s
118] |
: i

- Bkl pengeluaran pergEunadan dana.

_ pengeluaran penggunaan dana, diisi sama dengan nomor {104

. belumy tidak dipergunabuin dan telah disctor ke Kas Negarg

belurn Midak dipergunakan ) _
LMisi derrgan jumlah angka dan loeof dard dana baoduyan elongan bukd .

Apabila keseluruhan pengmuinaan dana bantuan memiliki bukd: bukt

Diisi dengan jumlah angka dan hueof dur dana bantuan vang
Apalnla Udak ada dana dari cdana bantuan vane  belumfidak
dipergunakan, penjelasaon ini dapat dibapus/tidal diseciakan
Tempat dan tanggal penandalanpsnian -
Marmna ittngkap yang bertindak unruk dan #las riamy ernlaga Pemno rioa
Harniuar, sesual dengan vang bertanda tangan pada sural peopgajuan
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T, Contoh Kertas Kerja Tindak Lanjut Pengaduan Masvarakat

KERTAS KERJA TINDAK LAN.JUT PERGADUAN MASTARARKAT

............. w (1}
......................................... 2]
TAHUN ANGGARAN 2023
— | . . pp— : -
Mo, - Tanggal | Hama (51 Penpaduan %Egi{: Kelerang:m
T Y TR - S
l I :
5 —_
— - — —_—. N —_—

KETERANGAN PENGISIAN
RERTAS KEFJA TINIZAK LANJUT PENGADUARN MASYARAKAT

ik O LCRAIANTSY

- [y | Judul hﬂﬁlu:m, sesual denpgan nomenklatur banfuan ';.rr-l_ng ada dalam
i DPA. |
 Lontod : RGP Pesaniren dan Pendidikan Keagamaan Talpsn ) '
(2]  Titisi nama Sarker Pemberd Bantuae
Coninh Kantor Wilayah Kemnentedan Agaemd Provinsi Sulawesi Barat
[d) . Nomor urut pengadusett
(4] | Tanggal pergad nan disampailan '
(20 Sama individl ata icmbAps ﬁmng monyahmpaikyn pengaduan
(G | Tsi pergaduan, dituliskan secar singkat dat jelas ) i
|_['I-'} i Tindak anjut pengaduean vang dilakukan vang juga mencakup langgal
" petaksanaan lindak lanjut dan apakah rengadian dapat diselesaikan
. atau ddak —_— ———— —_
{#]  RKeterangan vang memuat nekamisme penyampaigan penpaduan vang
dilakukan, bukti pengaduan vang disampaikan, dan ketecangan lain vang
dianppap perlu




